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MOTTO

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang orang yang sabar, yaitu
yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik
Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali ”

(Qs Al-Bagarah : 155-156)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman ”

(Qs Ali Imran : 139)

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar
baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang
siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya,
Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk
setiap sesuatu kadarnya”

(Qs Ath-Thalaq : 2-3)

“There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of
failure”

(Paulo Coelho, The Alchemist)

“Bila kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan
pernah mendapatkannya. Jika kamu tidak pernah bertanya, maka kamu tidak
akan pernah mendapat jawaban. Dan bila kamu tidak melangkah maju, maka

kamu akan tetap berada di tempat yang sama”

(Nora Roberts)
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ABSTRAK

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PENGENDALIAN
INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN KECURANGAN
(Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)

Oleh:
Rizky Eka Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance,
Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Efektivitas
Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini menggunakan sampel kepala yang bekerja
pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer berdasarkan kuisioner yang dibagikan
kepada kepala Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung sebanyak 82
eksemplar, dan kuisioner yang dapat diolah sebanyak 44 eksemplar. Metode
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 44, yaitu kepala di Bank Perkreditan Rakyat
Se-Kabupaten Temanggung yang memiliki gelar minimal S1 dan memiliki masa
kerja lebih dari satu tahun. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa good
corporate governance, pengendalian internal dan whistleblowing system
berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

Kata kunci: good corporate governance, pengendalian internal, whistleblowing
system, efektivitas pencegahan kecurangan

xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan sering ditemukan dalam lingkup perusahaan barang, jasa,
manufaktur dan perbankan. Tindakan kecurangan merupakan tindakan yang
tidak etis sehingga memberikan dampak negatif tidak hanya bagi individu,
tetapi juga bagi organisasi atau lingkungan. Kecurangan merupakan suatu
perbuatan melawan hukum yang terjadi karena ada faktor tekanan,
kesempatan (peluang), dan rasionalisasi yang dilakukan untuk mencari
keuntungan pribadi atau kelompok yang berasal dari dalam maupun dari luar
organisasi serta dapat merugikan orang lain (Tuanakotta, 2012:207).
Kecurangan dapat diberantas dengan melakukan pencegahan kecurangan.
BPKP (2015:37) Pencegahan kecurangan merupakan tindakan aktivitas
memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan
bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik mencegah daripada
mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya
sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu,
bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya
beralih ke pelaku kecurangan. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam
perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai
dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik.

Purba (2015), menyatakan bahwa pencegahan kecurangan berfungsi

sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya untuk



melaksanakan kecurangan. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan
kecurangan secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku
kecurangan potensial. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai
sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang
gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya
kecurangan (Karyono, 2017).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa kasus
kecurangan atau tindak pidana perbankan di Indonesia masih cukup tinggi.
Sejak periode 2005 hingga Juli 2019, LPS menangani 98 bank gagal dengan
jumlah klaim mencapai Rpl1,4 triliun, 96 BPR ditutup, satu bank umum
ditutup dan satu bank umum yang diselamatkan (www.bisnis.com). Tindakan
kecurangan dalam sektor perbankan, dapat diartikan sebagai pelanggaran atas
aturan-aturan, sistem, dan prosedur internal. Perbankan merupakan salah satu
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan, salah satu perbankan yang ada di Indonesia yaitu Bank Perkreditan
Rakyat (BPR).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas lembaga keuangan di
Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana perbankan paling rentan terjadi
pada Bank Perkreditan Rakyat dibandingkan dengan Bank Umum.
Banyaknya jumlah Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi menyebabkan
pengawasan Bank Perkreditan Rakyat lebih sulit sebagaimana diterapkan
pada bank-bank umum. Mengakibatkan potensi kecurangan pada Bank

Perkreditan Rakyat lebih tinggi dibandingkan bank umum. Sistem



pengawasan yang lebih ketat pada bank umum menyebabkan kecurangan
lebih mudah terdeteksi sehingga dapat diselesaikan secara internal dan tidak
merugikan nasabah. Bercermin pada fenomena tersebut, Bank Perkreditan
Rakyat perlu memiliki Pengendalian Internal Bank Perkreditan Rakyat yang
andal.

Fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pencegahan kecurangan
pada dunia perbankan adalah dengan adanya kasus kecurangan yang terjadi
pada Bank Perkreditan Rakyat, kecurangan erat kaitannya dengan peran
pengendalian internal Bank Perkreditan Rakyat yang kurang efektif dalam
melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh proses dan
tahapan kegiatan. Kasus kerugian yang ditanggung BPR BKK Pringsurat
Temanggung tentang penempatan dana ke Koperasi Intidana, adanya kredit
macet, adanya kredit fiktif, pembuatan rekening pribadi untuk menampung
dana, bunga tidak sesuai ketentuan OJK (www.semarang.bpk.go.id).

Kantor Regional I11 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kecurangan di BPR
yang sedang diawasi tersebut menyebabkan rasio kecukupan modalnya
menjadi terganggu. Jawa Tengah ada 345 BPR, jika ada 1-2 BPR bermasalah
itu tidak signifikan maka akan menggangu perbankan secara keseluruhan di
Jawa Tengah. Salah satu wilayah Jawa Tengah yaitu Karesidenan Kedu ada 3
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terjadi kasus korupsi yaitu Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung

dan Kabupaten Kebumen. Alasannya, karena kondisi keuangannya buruk



akibat tindakan kecurangan. Dibawabh ini terdapat rincian kecurangan selama
tahun 2013 — 2018 :
Tabel 1.1

Rincian jumlah dana korupsi
BPR Se-Karesidenan Kedu

NO KAB/KOTA TAHUN JUMLAH
TERJADINYA

1 KAB. PURWOREJO 2013 Rp 18.958.005.614
2 KAB. TEMANGGUNG 2018 Rp 103.000.000.000
3 KAB. KEBUMEN 2018 Rp 373.000.000
4 KOTA MAGELANG TIDAK ADA TIDAK ADA

5 KAB. MAGELANG TIDAK ADA TIDAK ADA

6 KAB. WONOSOBO TIDAK ADA TIDAK ADA

Sumber (www.semarang.bpk.go.id, 2018)

Berdasarkan fenomena diatas ditemukan kasus dana korupsi terbanyak
di BPR Se-Karesidenan Kedu adalah Kabupaten Temanggung. Kabupaten
Temanggung termasuk masuk dalam wilayah Se-Karisidenan Kedu yang
tingkat kecurangan BPR sangat tinggi. Kabupaten Temanggung terdapat satu
BPR yang dilikuidasi karena kasus korupsi yaitu PD BPR BKK Pringsurat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng sudah memeriksa BPR
BKK Pringsurat Temanggung awal 2009-2018. Hal itu berkaitan dengan
tindakan kecurangan tentang aliran dana Rp103 miliar
(www.semarang.bpk.go.id). PD BPR BKK Se- Kabupaten Temanggung
merupakan salah satu lembaga perbankan yang ada di wilayah Kabupaten
Temanggung, sebagai lembaga intermediasi antara bank dan kelompok usaha
mikro melakukan terobosan yang dapat menunjang peningkatan
perekonomian rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung. (www.pd-

bprbkktemanggung.com).



Efektivitas pencegahan kecurangan tidak terlepas dengan penerapan
good corporate governance. Sari et al., (2015) Good Corporate Governance
merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang
saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban, serta dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan. Dinata et al., (2018) mengemukakan suatu
perusahaan dengan good corporate governance yang baik tidak seharusnya
terjadi kecurangan di dalamnya. Jika dalam perusahaan tersebut masih ada
kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara langsung ataupun
tidak langsung terlibat didalamnya, maka dapat dipastikan bahwa good
corporate governance tersebut kurang baik. Soleman, (2013) mengemukakan
bahwa good corporate governance dan pengendalian internal berpengaruh
positif terhadap Pencegahan Kecurangan. Penelitian Kurniawan & lzzaty,
(2019) mengemukakan bahwa good corporate governance dan pengendalian
internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berbeda
dengan penelitian Setiawan, (2016) mengemukakan bahwa implementasi
good corporate governance berpengaruh negatif terhadap pencegan
kecurangan.

Efektivitas pencegahan kecurangan dapat dilakukan apabila
pengendalian internal semakin efektif diterapkan oleh organisasi.
Pengendalian internal yang efektif membantu melindungi aset, menjamin

tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,



meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku,
serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran
(Susanto, 2017). Anna, (2019) menjelaskan pengendalian internal
berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sumendap et al.,
(2019) mengemukakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Megawati, (2018) mengemukakan bahwa
pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan.

Purba, (2015) mengemukakan prinsip pencegahan kecurangan memiliki
mekanisme yang membuat kecurangan dapat dilaporkan, pelaporan
kecurangan sangat dibutuhkan di suatu organisasi ataupun perusahaan dengan
adanya sistem pelaporan pengaduan berupa whistleblowing system karyawan
dapat menjaga identitas diri ketika melaporkan tindakan kecurangan.
Libramawan, (2014) mengemukakan bahwa penerapan whistleblowing system
berpengaruh  positif ~ signifikan  terhadap  pencegahan  kecuranga
whistleblowing system semakin tinggi, maka pencegahan kecurangan juga
semakin tinggi. Sudarma et al., (2019) mengemukakan bahwa whistleblowing
system berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan.

Penelitian ini mengembangan dari penelitian Kurniawan & lzzaty,
(2019). Penelitian Kurniawan & lzzaty, (2019) menunjukankan bahwa good
corporate governance dan pengendalian internal berpengaruh terhadap
pencegahan kecurangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
Kurniawan & lzzaty, (2019) yaitu menggunakan variabel good corporate

governance dan pengendalian internal. Perbedaan penelitian ini dengan



penelitian Kurniawan & lzzaty, (2019) yaitu, pertama menambahkan variabel
whistleblowing system yang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan
kecurangan. Adanya penyelenggaraan whistleblowing system, maka akan
timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya
kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin
meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk
mencegah kecurangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008:2).
Penerapan whistleblowing system ini bertujuan untuk mencegah kerugian
yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem
yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan, sehingga
diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan
pelaksanaan tatakelola (Semendawai et al., 2011). Whistleblowing System
seharusnya sudah diterapkan oleh semua Bank Perkreditan Rakyat namun
masih ada yang belum menerapkan.

Utami et al., (2019) menyatakan whistleblowing system terbukti
memiliki efek terhadap pengugkapan kasus kecurangan, penting bagi
perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan whistleblowing system karena
selain mampu menurunkan kasus kecurangan secara langsung juga dapat
membantu sehingga jumlah kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan
dapat diminimalisir. Penerapan whistleblowing system vyang efektif,
transparan dan bertanggung jawab akan mendorong partisipasi karyawan
untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan (Lestari,

2019). Alasan penambahan variabel juga terkait penelitian-penelitian



sebelumnya mengenai whistleblowing system memberikan hasil yang belum

konsisten, maka perlu adanya penelitian kembali mengenai whistleblowing

system. Nugroho, (2015), Nurcahyo & Sulhani, (2017) menyatakan bahwa

whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Kedua adanya perbedaan Studi Empiris, yaitu penelitian sebelumnya pada

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Rizki Semarang, sedangkan dalam

penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se-Kabupaten

Temanggung, dengan alasan di Kabupaten Temanggung ditemukan kasus

dana korupsi terbanyak di BPR Se-Karesidenan Kedu.

Rumusan Masalah

1. Apakah good corporate governance berpengaruh terhadap efektivitas
pencegahan kecurangan.

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas
pencegahan kecurangan.

3. Apakah whistleblowing system berpengaruh terhadap efektivitas
pencegahan kecurangan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh good corporate governance
terhadap efektivitas pencegahan kecurangan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap
efektivitas pencegahan kecurangan.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh whistleblowing system terhadap

efektivitas pencegahan kecurangan.



D. Kontribusi Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta meningkatkan
wawasan dalam bidang perbankan mengenai masalah efektivitas
pencegahan kecurangan dan menambah keilmuan akuntansi yatu
auditing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi
pengetahuan tentang pengaruh good corporate governance, pengendalian
internal, whistleblowing system terhadap efektifitas pencegahan
kecurangan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan perbankan dalam efektivitas pencegahan
kecurangan.
E. Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika

pembahasan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam

penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model

penelitian.
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BAB |1l METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi,
sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran
variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian
karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan
program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data,
analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi

kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori
1. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan suatu hubungan kerja sama didalam
organisasi atau perusahaan antara pemegang saham ( principle) dengan
agen perusahaan untuk mememuhi kontrak yang telah disepakati oleh
keduanya (Jensen & Mecking, 1976). Perkembangan perusahaan saat ini
perlu adanya pemisahaan antara pemegang saham dengan pengelola
perusahaan, diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut para pengelola
perusahaan harus berusaha mencapai tujuan perusahaan baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang untuk meningkatkan kekayaan pemilik.
Principle memberikan wewenang kapada manajer yang merupakan
perwakilan atau agen dari pemegang saham dalam pengambilan
keputusan, namun ketika adanya kepentingan yang berbeda antara manajer
dengan pemilik, maka keputusan yang diambil lebih diprioritaskan oleh
manajer dibandingkan dengan pemilik (Tulus, 2014).

Jensen & Mecking, (1976) menjelaskan prinsipal dapat membatasi
perbedaan dari ketertarikannya dengan menetapkan insentif yang sesuai
untuk agen dan dengan menimbulkan biaya pemantauan (monitoring cost)
yang dirancang untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. Lebih

lanjut, dalam beberapa situasi, prinsipal tersebut akan membayar agen

11
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untuk mengeluarkan sumber daya (biaya ikatan/bonding cost) untuk

menjamin bahwa agen tidak akan mengambil tindakan tertentu yang akan

merugikan prinsipal atau untuk memastikan bahwa prinsipal akan diberi

kompensasi jika melakukan tindakan tersebut.

Eisenhardt, (1989) mengemukakan bahwa unit analisis dari teori

agensi adalah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen,

sehingga fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling

efisien yang mengatur hubungan prinsipal dan agen, di mana dilandasi

oleh 3 asumsi, yaitu:

1)

2)

3)

Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki
kecenderungan sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest),
memiliki  keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan
menghindari risiko (risk aversion).

Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota
organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri
informasi antara prinsipal dan agen.

Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang
sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Sebagai akibat adanya hubungan antara prinsipal dan agen ini,

pihak prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan agency
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cost. Agency cost akan muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan

antara prinsipal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan

agency cost sebagai jumlah dari :

1)

2)

3)

The monitoring expenditures by the principal

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan
oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dan tindakan agen.

The bonding expenditures by the agent

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk
menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang
merugikan principal.

The residual loss

Biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang dialami
oleh principal akibat perbedaan kepentingan antara principal dan
agent.

Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost

dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal

dari pandangan pemegang saham karena adanya perbedaan kepentingan

yang besar diantara Prinsipal dan agen. Prinsipal selaku pemberi mandat

kepada agen harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost sebagai

sebuah upaya pengendalian terhadap perilaku dan tindakan agen meskipun

pada dasarnya, agency cost ini tidak dapat mengurangi keseluruhan

tindakan penyelewangan dari agen.
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Konsep dari teori agensi adalah adanya pemisahan peran antara
pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agen. Karena
adanya kontrak antara prinsipal dan agen, muncul masalah agensi (agency
problem) yang mencakup masalah agency cost dan pemantauan oleh
prinsipal. Eisenhardt, (1989) menjelaskan bahwa adanya kontrak antara
prinsipal dan agen menimbulkan 2 (dua) masalah utama yaitu adverse
selection dan moral hazard.

1) Adverse selection merupakan kondisi dimana satu pihak atau lebih
yang melakukan suatu transaksi usaha memiliki informasi lebih
daripada pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa
orang seperti manajer perusahaan lebih mengetahui kondisi kini dan
prospek ke depan suatu perusahaan dari pada para investor.

2) Moral hazard merupakan kondisi dimana satu pihak atau lebih yang
melakukan transaksi usaha dapat mengamati tindakan-tindakan mereka
dalam penyelesaian transaksi sedangkan pihak-pihak lainnya tidak.
Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan
besar.

2. Kecurangan (Fraud)

Kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum
yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau
memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh

orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan
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keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan pihak lain (Umar, 2017).

The Association of Certified Fraud Examiners, (2016)
menggambarkan bagan skema kecurangan dalam dunia kerja yang disebut
dengan fraud tree atau pohon kecurangan. Dalam bagan tersebut ACFE
membagi kecurangan menjadi tiga cabang, yaitu:

1) Korupsi (Corruption)
Korupsi yaitu kecurangan yang dilakukan seorang individu dengan
cara menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka
untuk memperoleh keuntungan pribadi. Skema ini merupakan
kecurangan yang paling sulit dideteksi karena adanya kerjasama pihak
yang terkait untuk menutupi kecurangan tersebut.

2) Penyalahgunaan Aset (Asset Missappropriation)
Tindak kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi adalah
penyalahgunaan asset. Hal tersebut dikarenakan sifat asset yang
tangible dan countable. Skema ini terjadi ketika seorang karyawan
menyalahgunakan atau mencuri aset perusahaan untuk kepentingan
pribadi.

3) Kecurangan laporan keuangan (Financial Statement Fraud)
Kecurangan laporan keuangan yaitu tindakan yang disengaja, baik
karena tindakan atau kelalaian yang pada akhirnya menghasilkan

laporan keuangn yang menyesatkan. Rekayasa informasi keuangan ini
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dilakukan supaya kinerja keuangan perusahaan terlihat baik di mata
stakeholder, tindakan ini biasa dikenal dengan istilah window dressing.
3. Efektivitas Pencegahan Kecurangan

Sudarmo et al., (2008), pencegahan kecurangan adalah upaya yang
terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan
yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat
kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai agar mampu memenuhi
kebutuhannya dan mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau
rasionalisasi atas tindak kecurangan yang dilakukan.

Committee of Sponsoring Organizations (2013), pencegahan
kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen
dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu
meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan
komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat
memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok
yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi
serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Nadia et al., (2018), pencegahan kecurangan dengan menjabarkan
berbagai sarana kendali. Sarana kendali dimaksud adalah dengan
menciptakan kebijakan, prosedur, organisasi, teknik pengendalian, dan
peran serta pegawai. Suatu unit organisasi atau perusahaan harus membuat
kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana kerja yang

kondusif untuk menghadapi dan menangkal tindakan kecurangan.
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Manajemen dan seluruh karyawan harus mempunyai komitmen yang sama
untuk mecegah kecurangan dan penyimpangan lain.
. Good Corporate Governance

Sutedi, (2011) mendefisikan good corporate governance adalah
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan
nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Nilai tambah yang
dimaksud adalah corporate governance memberikan perlindungan efektif
terhadap investor dalam memperoleh kembali investasinya dengan wajar
dan bernilai tinggi. Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa good
corporate governance merupakan tata kelola bank melalui penerapan
beberapa prinsip, yaitu:

1) Transparency (Keterbukaan), yaitu prinsip yang menjunjung
keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang material
secara memadai, tepat waktu dan akurat serta keterbukaan
perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2)  Accountability (Akuntabilitas), yaitu prinsip yang menuntut adanya
kejelasan fungsi atau pemisahan tugas dan pelaksanaan tanggung
jawab setiap bagian dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat
dikelola dengan baik.

3) Responsibility  (Pertanggungjawaban),  vyaitu  prinsip  yang
mengharuskan agar pengelolaan perusahaan sesuai dan patuh
terhadap prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku.

4)  Independency (Kemandirian), yaitu prinsip yang mengharuskan
pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan

kepentingan atau tekanan dari pihak manapun.
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5) Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran), yaitu prinsip yang menuntut
pemenuhan hakhak pemegang saham secara adil dan setara sesuai
dengan perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian Internal

SAS No.78 (AU 319), (1995) menyebutkan bahwa suatu susunan
pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian secara wajar bahwa

tujuan perusahaan secara khusus akan dicapai. Herbert, (1979:121-122)

mengatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari pengendalian

administratif dan pengendalian akuntansi.

1)  Pengendalian administratif meliputi perencanaan organisasi,
prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses keputusan
berdasarkan otorisasi manajemen atas transaksi. Otorisasi merupakan
fungsi manajemen yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab
pencapaiantujuan organisasi dan merupakan langkah awal untuk
menetapkan pengendalian transaksiakuntansi.

2)  Pengendalian akuntansi terdiri dari perencanaan organisasi, prosedur
dan catatan yang berkaitandengan perlindungan aktiva (asset) dan
kendala pencatatan akuntansi yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang wajar.

Sawyer et al., (2003:66 ) mengatakan bahwa terdapat lima

komponen pengendalian internal yang saling berkaitan pada pernyataan
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(Committee of Sponsoring Organization, 2013) atau disebut dengan model
pengendalian COSO. kelima komponen tersebut adalah
1)  Lingkungan pengendalian
2)  Penentuan risiko
3)  Aktivitas pengendalian
4)  Informasi dan Komunikasi
5) Pengawasan
6. Whistleblowing System

Whistleblowing merupakan pengungkapan praktik illegal, tidak
bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi
baik mantan pegawai atau yang masih bekerja yang terjadi di dalam
organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada
seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu
tindakan (Miceli & Near, 1985). Susmanschi, (2012) mendefinisikan
whistleblower sebagai seseorang (pegawai dalam organisasi) yang
memberitahukan kepada publik atau kepada pejabat yang berkuasa tentang
dugaan ketidak jujuran, kegiatan illegal atau kesalahan yang terjadi di
departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta atau pada
suatu perusahaan.

Nugroho, (2015) menjelaskan sistem pelaporan pelanggaran atau
whistleblowing system adalah wadah bagi seorang whistleblower untuk
mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak

internal organisasi. Penanganan whistleblowing system yang baik
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diharapkan akan menambah kesadaran bahwa pegawai pemerintah harus

terus menjaga integritasnya. Whistleblower yang akan mengungkapkan

penyimpangan integritas dalam menjalankan tugas dan berakibat pada

penjatuhan sanksi hukuman tanpa memandang bulu. Whistleblowing

System diharapkan dapat menciptakan aparatur negara yang bersih,

profesional dan bertanggung jawab (www.kemenkeu.go.id).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

Peneliti &

No Tahun Variabel Metode Hasil Penelitian
1 (Kurniawan Independen: Metode total Good Corporate
&  lzzaty, Good Corporate sampling dimana Governance dan
2019) Governance, semua populasi Pengendalian Internal
Pengendalian dijadikan sebagai berpengaruh positif
Internal sampel. terhadap  Pencegahan
Dependen: Fraud
Pencegahan Fraud
2 (Clinton & Independen: Teknik  analisis Whistleblowing System
Lay, 2019)  Efektivitas data yang sudah berjalan dengan
Whistleblowing dilakukan dalam baik dan efektif dalam
System penelitian ini  mencegah fraud.
Dependen: adalah teknik
Pencegahan Fraud analisis isi.
3 (Utami et Independen: Teknik Whistleblowing System
al., 2019) Efektivitas Komite pengambilan memperkuat  pengaruh
Audit, Audit sampel penelitian komite audit dan audit
Internal ini dengan internal untuk
Moderasi: pendekatan mengungkap kasus
Whistleblowing purposive kecurangan.
System sampling

Dependen:
Kecurangan




Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)
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No Peneliti & Variabel Metode Hasil Penelitian
Tahun
4 (Lestari et Independen: Pengambilan sampel Akuntansi  Forensik
al., 2019) Penerapan dilakukan dengan berpengaruh terhadap
Akuntansi menggunakan metode pencegahan fraud.
Forensik, sampling jenuh Audit Investigatif
Audit tidak berpengaruh
Investigatif, terhadap pencegahan
Efektivitas fraud. efektivitas
Whistleblowing Whistleblowing
System System  berpengaruh
Dependen: terhadap Pencegahan
Pencegahan Fraud
Fraud
5 (Rohimah & Independen: Penelitian ini  Pengendalian Internal
Anna, 2019) Pengendalian menggunakan dan Komitmen
Internal, Komitmen metode non Organisasi
Organisasi, probability berpengaruh
Dependen: sampling dengan signifikan  terhadap
Pencegahan teknik purposive Pencegahan
Kecurangan sampling Kecurangan
6 (Rowa & Independen: Metode pengujian Good Corporate
Arthana, Good  Corporate yang digunakan Governance
2019) Governance adalah  statistik berpengaruh  positif
Dependen: deskriptif dan terhadap Pencegahan
Pencegahan Fraud  statistik Kecurangan
inferensial
7 (Nadia at Independen: Good Penelitian ini  Good Corporate
el., 2018) Corporate menggunakan Governance
Governance, purposive non berpengaruh  positif
Pengendalian random sampling terhadap Pencegahan
Internal Kecurangan untuk
Dependen: mengungkap kasus
Pencegahan Fraud kecurangan.
8 (Megawati,  Independen: Penelitian ini  Pengendakian Internal
2018) Pengendalian menggunakan tidak berpengaruh
Internal,  Budaya teknik  random terhadap Pencegahan
Etis Organisasi dan sampling Fraud. Budaya Etis

Gaya
Kepemimpinan
Dependen: Fraud

Organisasi dan Gaya
Kepemimpinan
berpengaruh  positif
terhadap Pencegahan
Fraud.

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020.
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C. Perumusan Hipotesis
1. Good Corporate Governance terhadap Efektivitas Pencegahan
Kecurangan

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)
mendefisikan good corporate governance adalah seperangkat peraturan
yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern
lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat
dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan dan disebut sebagai perangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan (stakeholder).

Teori agensi menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memiliki
good corporate governace, tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak
prinsipal yang sering dirugikan akibat tindakan menyimpang agen.
Terutama tindakan pada ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh
prinsipal dan agen. Teori agensi menjelaskan perbedaan informasi yang
dimiliki antara prinsipal dan agen menciptakan kondisi yang tidak
seimbang yang dinamakan asimetri informasi. Good Corporate

Governance dapat menjadi salah satu mekanisme yang mengurangi
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masalah agensi. Good Corporate governance dapat memonitor kontrak
yang telah ada antara prinsipal dan agen. Ketika ditemukan pelanggaran,
maka akan ada sanksi yang diberikan oleh principal sebagai pihak yang
mendelegasikan wewenang kepada agen (La Porta et al., 2000).

Husna (2013) menyatakan bahwa penerapan good corporate
governance berdampak pada fokusnya pengelolaan perusahaan meliputi
pembagian tugas, tanggung jawab setiap karyawan, dan pengawasan yang
lebih jelas. Tata kelola perusahaan yang semain tinggi membuat
kecurangan dalam perusahaan dapat dicegah lebih dini. Kurniawan &
Izzaty, (2019) menyatakan bahwa penerapan good corporate governance
dapat mencegah terjadinya kecurangan, begitupun sebaliknya jika
perusahaan tidak menerapkan good corporate governance, kemungkinan
terjadinya kecurangan akan lebih besar karena manajemen perusahaan
tidak berjalan secara profesional. Nadia at el., (2018) menyatakan bahwa
good corporate governance berpengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan.

H1.Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap
Efektivitas Pencegahan Kecurangan.

Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan.
Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan
oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas-entitas yang
didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan tujuan yakni: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan

efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang
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berlaku (Agoes, 2017). Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa
strategi pencegahan kecurangan dengan cara menciptakan kondisi yang
mampu memdorong pencegahan kecurangan, untuk melaksanakan strategi
ini, pengendalian internal harus dilaksanakan secara efektif. Terjadinya
kecurangan dapat dideteksi dan dicegah secara dini dengan pengendalian
internal yang baik.

Teori agensi menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat
penting untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam perusahaan baik
yang dilakukan oleh manajeman maupun karyawan. Berdasarkan teori
agensi pemisahan pengendalian dalam perusahaan berdampak pada
timbulnya hubungan agen dengan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang
memberikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal,
sedangkan agen adalah pihak yang diberi oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan. Agen diharuskan untuk berbuat sesuai dengan
yang diinginkan oleh prinsipal. Agen tidak selalu bertindak sesuai dengan
harapan principal, untuk itu prinsipal perlu membatasi perilaku agen
dengan memberikam insentif sesuai kinerja agen dan melakukan
monitoring terhadap tindakan agen agar tidak terjadi penyimpangan
(Jensen & Mecking, 1976). Dewi (2017) menyatakan sistem pengendalian
internal diharapakan akan mengurangi adanya penyimpangan perilaku
yang dilakukan oleh manajemen. Jika pengendalian tidak berjalan dengan

baik dan prosedur tidak dilakukan sebagaimana mestinya akan membuka
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peluang bagi para karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional
organisasai akan melakukan kecurangan.

Wulandari & Nuryanto (2018) menyatakan bahwa pengendalian
internal mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
Kurniawan & lzzaty, (2019) menyatakan bahwa penerapan pengendalian
internal dapat mencegah terjadinya kecurangan. Larasati & Surtikanti
(2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan. Adiko et al., (2019) menyatakan bahwa
pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.
Salim et al.,, (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal juga
memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian
Internal merupakan cara yang paling efektif dalam perusahaan untuk
meminimalisir bahkan mengeliminasi kesempatan para anggota
perusahaan untuk melakukan kecurangan.

H2. Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Efektivitas
Pencegahan Kecurangan.

3. Pengaruh Whistleblowing System terhadap Efektivitas Pencegahan
kecurangan.

Whistleblowing System adalah suatu sistem yang dirancang
sedemikian rupa mengenai Kriteria kecurangan yang dilaporkan yang
meliputi pelapor sekurangnya harus dapat menjelaskan apa yang
terjadi (what), pihak yang terlibat (who), waktu kejadian (when), lokasi
kejadian (where), dan bagaimana terjadinya (how), tindak lanjut dari

laporan tersebut, reward dan perlindungan bagi sang pelapor atau
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whistleblower, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor. Sistem ini
merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap
dan melaporkan tindak kecurangan (www.bi.go.id) .

Sistem ini bertujuan untuk mengungkap kecurangan yang dapat
merugikan organisasi dan mencegah kecurangan yang lebih banyak lagi.
(Widyawati et al., 2019). Sudarma et al., (2019) menjelaskan kehadiran
whistleblowing system membawa perubahan yang sangat berarti bagi
perusahaan karena keuntungannya yaitu karyawan secara tidak langsung
dapat saling mengawasi satu sama lain. Perusahaan cenderung menuju
prinsip keterbukaan dan memberikan penghargaan kepada setiap
karyawan yang berani serta memiliki inisiatif dengan melaporkan adanya
pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan, juga memberikan jaminan
keamanan dan perlindungan terhadap karyawan.

Perbedaan kepentingan agent dan principal membuat masing-masing
pihak berupaya memperbesar keuntungannya untuk diri mereka sendiri.
Mekanisme kontrol untuk mengurangi masalah agensi dapat dilakukan
melalui upaya monitoring dan bonding. Mekanisme monitoring dapat
dilakukan dengan adanya whistleblowing system. Hal ini karena tidak
semua orang merasa acuh atas apa yang mereka ketahui. Untuk
mendapatkan informasi yang berindikasi pelanggaran, maka diperlukan
suatu sistem pelaporan untuk meminimalkan masalah agensi tersebut.
Oleh karena itu penerepan whistleblowing system di suatu perusahaan

sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan, karena setiap
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pegawai merasa diawasi oleh pegawai yang lainnya sehingga enggan
untuk melakukan kecurangan (Wardana et al., 2017).

Clinton & Lay (2019) menyatakan bahwa whistleblowing system
berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Wahyuni & Nova
(2019) menyatakan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif
terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis. Lestari (2019) menyatakan efektivitas
whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan
kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan efektivitas
whistleblowing system, maka dalam pencegahan kecurangan akan
meningkat. Widiyarta et al., (2017) menyatakan bahwa whistleblowing
system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan
kecurangan. Penerapan whistleblowing system yang efektif, transparan
dan bertanggung jawab akan mendorong partisipasi masyarakat dan
pegawai untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya
kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat
menanganinya.

H3. Whistleblowing System berpengaruh positif terhadap Efektivitas
Pencegahan Kecurangan.



. Model Penelitian

Good Corporate ] H1(*)
Governance (GCQG)
Efektifitas
Pengendalian H2(+ Pencegahan
Internal (PI) Kecurangan
H3(+) (EPK)
Wthistleblowing
System (WBS)
Gambar 2.1

Model Penelitian
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BAB Il1

METODA PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bank Perkreditan Rakyat

Se-Kabupaten Temanggung terdapat 18 Bank Perkreditan Rakyat yang

bertempat di Kabupaten Temanggung.

b. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam

penelitian ini antara lain :

1)

2)

Pegawai di Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari Direktur, PE
Kepatuhan & Manajemen Resiko, Kepala Cabang, Kepala Kas,
Kepala Operasional, Kepala Bagian Kredit, Kepala Bagian Dana,
Kepala Bagian Pembukuan & Admin Legal, Kepala Satuan Kerja
Audit Intern, Kepala Sieksi Pelayanan dan Kepala Sieksi
Pemasaran.

Pegawai di Bank Perkreditan Rakyat yang telah bekerja minimal 1
tahun karena dianggap memiliki pengalaman, sehingga karyawan
dapat memeberikan jawaban sesuai dengan profesionalismenya

dalam efektivitas pencegahan kecurangan
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B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan
data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau dari tempat aktual
terjadinya peristiwa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan daftar Bank Perkreditan Rakyat dan alamat diperoleh dari
(www.ojk.go.id.). Sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban yang
diperoleh dari pengisian kuesioner yang dibagikan kepada Karyawan di
Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
angket yang berisi kuesioner. Responden akan mengisinya sesuai dengan
pendapat dan pemikiran dari responden. Kuesioner yang telah diisi oleh
responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap
pengisiannya tidak disertakan dalam analisis data. Teknik ini menjadikan
responden yang menjadi subjek penelitian harus bertanggungjawab untuk
memilih dan menjawab pertanyaan maupun pernyataan.

Cara ini dipilih oleh peneliti dengan metode pengumpulan data primer
yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner lebih
efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak.
Selain itu dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan data sesuai
dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan

penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dapat dikurangi.
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Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
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No  Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

1 Efektivitas  Efektivitas Pencegah Mengacu pada Diukur dengan
Pencegahan kecurangan penelitian yang menggunakan
Kecurangan merupakan segala dikembangkan oleh skala interval 5
(Y) upaya untuk Festi et al, (2014) poin, yaitu

menangkal pelaku dengan indicator : skala 1 =
potensial, 1. Penetapan kebijakan Sangat Tidak
mempersempit ruang anti fraud Setuju samapi
gerak, dan 2. Prosedur pencegahan skala 5 =
mengidentifikasi baku Sangat Setuju
kegiatan yang 3. Organisasi 11 butir
beresiko tinggi 4. Teknik Pengendalian pernyataan
terjadinya 5. Kepekaan dalam

kecurangan fraud

(Karyono, 2017)

2 Good Antara Pemegang Mengacu pada Diukur dengan
Corporate  saham, pengurus, penelitian Syakhroza menggunakan
Governance kreditur, pemerintah, (2003) dengan indikator skala interval 5
(X1) karyawan serta para : poin, yaitu

pemegang 1. Transparency skala 1 =
kepentingan  intern 2. Accountability Sangat Tidak
dan ekstern 3. Responbility Setuju sampai
sehubungan dengan 4. Independency skala 5 =
hak dan kewajiban, 5. Fairness Sangat Setuju
atau dapat dikatakan 16 butir
sebagai suatu sistem pernyataan
yang  mengarahkan

dan  mengendalikan

perusahaan (Sari et

al., 2015)

3 Pengendalia Proses yang Mengacu pada Diukur dengan
n Internal dipengaruhi oleh Committee of skala interval 5
(X2) dewan direksi, Sponsoring poin, yaitu

menajemen dan Organizations (COSO) skala 1 =
personel lainnya of Treadway Sangat Tidak
dalam suatu entitas Commission (2013), Setuju samapi

yang di desain untuk
menyediakan jaminan
yang mengarahkan

dengan indicator :
1. Control environmen

skala 5 =
Sangat Setuju
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Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

No Variabel  Definisi Operasional  Indikator Skala
pencapaian tujuan 2. Risk assessment 20 butir
berhubungan dengan 3. Control activity pernyataan
operasional pelaporan 4. Communication and
dan kepatuhan information
(Committee of 5. Monitoring activity
Sponsoring
Organizations
(COSO) of Treadway
Commission, 2013)

4 Whistleblowi Whistleblowing Mengacu pada  Diukur

ng  System system adalah suatu Semendawai, (2011), dengan skala

(X3) sistem pengungkapan dengan 3 indikator : interval 5
tindakan pelanggaran 1. Aspek Struktural poin, Yaitu
atau  pengungkapan 2. Aspek Operasional skala 1 =
perbuatan yang 3. Aspek Perawatan Sangat
melawan hukum atau Tidak Setuju
perbuatan lain yang sampai skala
dapat merugikan 5 = Sangat
organisasi maupun Setuju 11
pemangku butir
kepentingan pernyataan

(Semendawai, 2011).

sumber : data penelitian terdahulu, 2020
D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan,

penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran

yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan

interpretasi. Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),

standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan

swekness (kemencengan distribusi).
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2. Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid dan tidaknya
suatu kuesioner. Kuesioner akan dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu yang
akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik korelasi ini digunakan
untuk menguji validitas berbagai pernyataan dalam penelitian ini adalah
Confimatory Factor Analysis (CFA). Tujuannya untuk menguji apakah
pengelompokan indikartor berdasarkan variabel latennya konsisten
berada dalam konstruknya atau tidak. Kuesioner di katakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang
akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018;51).

Beberapa alat uji yang digunakan dalam mengukur tingkat
interkorelasi antar variabel adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO sediri bervariasi mulai
dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 untuk
dapat dilakukan analisis faktor dan cross loading> 0,50 untuk
menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan (Ghozali, 2018;57).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui
seberapa jauh hasil pengukuran yang dilakukan apakah tetap konsisten
apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian
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reliabilitas masing-masing instrumen peneliti akan  menggunakan
koefisien cronbach alpha (o). Jika koefisien cronbach alpha (o)> 0,70
maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien cronbach
alpha (a)< 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali,
2018;45-46).

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda (multiple regression analysis) yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Ghozali, 2018:161). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
good corporate governance, pengendalian internal, whistleblowing system
terhadap efektivitas pencegahan fraud (Studi Empiris Pada Bank
Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Temanggung. Adapun model persamaan
regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

EPK = a + ,GCG + B,PI + B;WBS +e
Keterangan :

GCG = Good Corporate Governance

Pl = Pengendalian Internal

WSB = Whistleblowing System

EPK = Efektivitas Pencgahan Kecurangan
B = koefisien regresi

a = konstanta

e = Error
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2. Uji Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Koefisien determinasi (R?) mengukur seberapa besar
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen
(Ghozali, 2018) . Uji R? menunjukkan potensi pengaruh semua variabel
independen yaitu Good Corporate Governance, Pengendalian Internal
dan Whistleblowing System terhadap Efektivitas Pencegahan
Kecurangan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu,
semakin mendekati O maka koefisien determinasi semakin kecil
pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1
besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap
variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji f (Goodness of fit)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur
ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (Goodness
of fit). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang
digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018;98). Ketentuan menilai
hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat
kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-
k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas, pengujian dilakukan dengan

membandingkan kriteria:
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1) Jika fhiwng™ franel, atau p value < a = 0,05 maka H, ditolak atau H,
diterima artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus
(fit).

2) Jika fhitung< franel, atau p value > a = 0,05 maka H, tidak ditolak atau
H, tidak diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian
tidak bagus (tidak fit).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan

dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.

F
o=5%
Ho tidak ditolak .
Wﬁm Ho ditolak
F tabel
Gambar 3.1
Penerimaan Uji f
c. Ujit

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh
variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji
t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan
keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-
masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan
tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis
uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan

df = n-1 (Ghozali, 2018;99).
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a) Jika thitung > tianel, atau p value< a = 0,05 maka H, ditolak dan H,
diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen.

b) Jika thitung < tianel, atau p value > o = 0,05 maka H, tidak ditolak dan
H, tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen.

Ho ditolak

Hotidak

dapat ditelak o=5%

SN

ttabel

Gambar 3.2
Penerimaan Uji t positif

Dasar kriteria penerimaan hipotesis negatif:

a) Jika —thitung > —trabel atau P value < a = 0,05, maka H, ditolak dan
H, diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh
negatif terhadap variabel dependen.

b) Jika —thitung < —trabel atau P value > a = 0,05, maka H, tidak
ditolak dan H, tidak diterima, berarti variabel independen tidak

mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen.

Hotidak
dapat ditolak
Ho ditolak

4

-ttabel

Gambar 3.3
Penerimaan Uji t negatif



BAB V

KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh good
corporate covernance, pengendalian internal dan whistleblowing system
terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil pengujian dan
analisis dapat disimpulkan bahwa good corporate governance berpengaruh
positif terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Good Corporate
Governance di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung ini
sudah berjalan dengan baik. Hal ini diartikan adanya good corporate
governance dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan
dan dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh
karyawan, penerapan good corporate governance menjadi factor penting
dalam pencegahan kecurangan.

Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap efektivitas
pencegahan kecurangan. Hal ini diartikan pengendalian internal yang
dievaluasi dengan baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan,
pengendalian internal yang lemah dapat memberi celah pelaku untuk
melakuakn tindakan kecurangan. Whistleblowing System berpengaruh positif
terhadap efektivitas pencegahan kecurangan. Hal ini diartikan whistleblowing
system sudah diterapkan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk dapat
mencegah terjadinya lecurangan di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten

Temanggung. Adanya, whistleblowing system yang proaktif akan mendorong
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partisipasi karyawan perusahaan untuk berani melaporkan terjadinya
kecurangan dalam perusahaan.
B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru 18
Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung dengan tingkat
kecurangan tertinggi Se-Karesidenan Kedu, sehingga penelitian ini belum
dapat digeneralisasi di Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten
Temanggung.

2. Penelitian ini hanya terdapat 56% pernyataan yang tidak valid karena
penelitian ini tidak melakukan uji validitas terhadap kuesioner, sebelum
kuesioner ini disebarkan.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya
selurun Bank Perkreditan Rakyat Se-Karesidenan Kedu serta perlu
dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui
konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang
diduga dapat berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan kecurangan,
misalnya seperti budaya organisasi, kualitas sistem informasi akuntansi,

dan audit internal.
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